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LEMBARAN-DAERAH 
KABUPATEN~REMBANG 

NOMOR 6 TAHUN 1983 SERI D . No.6 

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN DAERAH TING KA 1 II 

RE MB ANG 

NOMOR : 11 T AHUN 1982 

TENTANG : 

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN 

DALAM KELURAHAN DI WILA Y AH KABUP ATEN 

DAERAH TINGKAT II REMBANG. 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG. 

Menimbang 

Mengingat 

Bahwa untuk kelancarnn penyelengaraan Pemerintahan 
secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan 
perkembangan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 16 
dan pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ten­
tang Femerintahan Desa jo. Pcraturan Menteri Dal~:m 
Negeri No. 5 Tahun 1981 teptang Pembentukan Dusun 
dalam Desa dan lingkungan dalam Kelmahan, dipandang 
perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Tingkat JI 
Rembang tentang Pembentukan Dusun clalam Desa clan 
lingkungan dalam Kelurahan. 

I . Undang-und:mg Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Pemerintahan Di Da,erah ; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembcn­
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah ; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Peme­
rintahan Desa ; 
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4. Peraturan Menteri .Dals.m Negeri Nomor 2 Tahun 
1980 lentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, 
Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ; 

5. Pcraturan Mente, i Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah 
Desa : 

6. Pcraturun Menteri Dalam Ncgeri Nomor 4 Tahun 
1981 tentang Pemben ·ubn. Pemecahan, Penyatuan 
dan Pcnghapusan Desa ; 

7. Perah 1r~n Menteri Da lam Ncgeri Nomor 5 T ahun 
198 1 tentang Peinbentukan Dusun dalam Desa dan 
lingkungan dalam Kelurahan ; 

8. Tnstruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 188.5/ 132/ 1981 tentang Petunjuk 
pelaksanaan Peraturan / Keputusan Menteri D al am 
Negcri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang 

omor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 

Oengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn D aerah 

Tingkat TI Rembang. 

Menetapkan 

MEM U T USKAN 

PERATURAN DAERA.H KABUPATEN DAFRAI-1 

TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMBEN­

T U KAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKU­

NGAN DALAM KELURAHAN Dl WIL AYAH KA­

DU?/\ TEN DAERAH TTNG KAT II REMBANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Pcraturan Daera'1 iPi ::.1 ng dimaksud dengan : 

a . Bupati Kcpala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat lf 

R embang : 

... . 

0 
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b. Pembantu Bupati i::iah Pem'.Jaatu Bupati di Wilayah Kabup: . . en Dae­
rah Tingkat II Rembang ; 

c. Camat ialah Camat di Wiiayah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Rembang; • 

d. Desa adalah sua :u wilayah yang ditcmpati olch sej':mlah Penduduk 
sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya Kesatuan masyara­
kat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah lang­
sung dibawah Camat dan bcrhak menyelenggarakan rumah tangganya 
sendiri dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, dalam 
Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesin ; 

e. Kelurahan adalali s~1;1tu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pendu­
duk yang mem;n:~y;:ii Orgaeisasi Pemcrintahan terendab la:1g3trn2 
dibawah Camat, yang tidak berhak menyclenggarakan rumah tangganya 
sendiri dan berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IT 
Rembang; · 

f. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan 
kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ; 

g. Lingkungan adalah bagian witayah dalam Kelurahan yang merupakan 
lingkungan kerja pcla ksanaan Pemerintahan Kclurahan ; 

h. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Pcrmusyawaratan / Per­
mufakatan yang keang'Iota.annva terdiri atas Kcp11"-kepala Dus1m, 
Pimpinan Lemhaga - lembaga Kemasyarakvtan dan Pemuka - pemuka 
masyarakat di Desa yang bersangkutan. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 
Bagia n Pertama 

l UJUAN DAN TATACARA PEMBENTUKAN. 

Pa sa l 2 

Tujuan Pcmben·ukan Dusun d,dam Desa d:in lingkungan d·1b m 
Kclurahan adalah untuk meningk-itkan kcmampuan pcn,·clenggaraan P e­
merintahan sec:ira berclaya guna d:in scrta pelayanan terhad, ,p masyarabt 
sesuai dengan tingkat pcrl-cmbangan dan kcmajuan pcmbangunan. 

P '.ls a I 3 

( I ) Dusun ~tau lingkungan dibcntuk den.3an Kcpu!usan Bupati Kc:xtla 

Daerah atas usu! Kcpa!a Dcs:2 at?·.1 Kepala Kelurahan setelah mcnc1a­

pat pe;-sctujuan d::ri Guhernur Kcp;; la Daer:1h ; 



(2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) disampaikan kepada Bup:1ti Kepala Daerah melalui 
Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Mu­
syawarah Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk 
tingkat Kelurahan. 

(3) Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa dalam memberikan pertimba- e> 

ngan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ia:dalah berdasarkan mu­
syawarah dengan para anggota Lembaga Musyawarah Desa. 

Bagian Kedua 

SYARAT - SYARAT PEMBENTUKAN 

Pasal 4 

(I) Dalam pcmbentukan Dusun atau lingkungan harus mcmperhatikan 
syarat-syarat faktor jumlah penduduk. Ju.;s wilayah , letak, prasarana 
dan sarana, serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat. 

(2) Syarat-syarat atau faktor yang perlu diperhatikan dalam pemhentukan 
Dusun sebgaimana dimaksud ayat (I) adalah : 

a . faktor Pcnduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya Dusun 
se9._ikit-dikitnya 500 jiwa atau 180 Kepala Keluarga ; 

b. fak'or luas wilayah yaitu luas wilayal;i yang terjangkau secara 
berdaya guna dan berll3si l guna dalam rangka pemberian pelayanan 
d~Jl pembinaan masyarakat; 

c. faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan 
atau komunikasi antar Dusun yang memungkinkan terpenuhinya 
faktor luas wilayah tcrsebut huruf h. : 

(3) Syara1-syarat atau faktor yang per!u diperhatikan dalam pembentukan 

lingkungan sebagaimana d im:iksud ayat (1) adalah: 

a. faktor seclikit-dikitnya 500 jiwa ata u I 00 Kepala Keluarga: 

... 

b. faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangk~u secara 
berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pembenan pela- c 
yanan dan pembinaan masyarakat ; 

c. faktor letak. yaitu wilayah yang memiliki jaringan pcrhubun~an 
atau komunikasi antar linnkun-z:111 yang lctaknya memungkinI~an 
tcrpenuhinya faktor lu:is wilayah tersebut huruf b. : 

(4) Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau lingkungan dalmn suatu Kclu­
rahan di scsua ikan dcngan kondisi wi layah dan jangkau~n pel:iksc1 naan 
Pemerintahan. 
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BAB Ill 

PEMECAHAN, PENYA TUAN DAN PENGHAPUSAN 

Pasal S 

(1) Dusun atau lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan tehnis 
Pemerintahan dan pelayanan ~erhadap masyarakat, dimungkinkan un­
tuk diadakan pemecahan/ perubahan atau pelurusan batas Dusun atau 
lingkungan ; 

(2) Pemecahan, Perubahan -atau Pembcntukan Dusun atau lingkungan di­
lakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usu! Kcpala Desa atau Keoala 
Kelurahan sctel2!1 mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah ; 

(3) Usu! Kepala Desa atau Kcpala Kelurahan sebagainiarra dimaksud 
dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupcti Kepala Daerah melalui 
Camat. 

Pasal 6 

(1) Dusun atau Jingkungan yang karena pcrkembangan keadaan itidak lagi 
memenuhi syarat sebagai suatu Duc;un atru lingkungan dimungkinkan 
untuk disatukan atau dihapus ; 

• (2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau lingkungan dilakukan dengan 
keputusan Bupati Kepala Dacrah bcrdasarkan usu! Kepala Desa atau 
Kepala Kelurahan melalui Camat ; 

(3) Keputusan Bupati Kepa\a Daerah seb:igaimana dimaksud d2lar.1 ayat 
(2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Ting­
kat T Jawa Tengah ; 

BAB JV 

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

P:isal 7 

Bagian wilayah Dcsa atau Kclurahan yang ada scbelum be: !nkunya 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang disebut dengan naina asli 
misalnya, Dukuh, Grumbul atau wilayah-wilayah lain yang sejenis. dapat 
dibentuk menjacli Dusun atau lingkungan. 

Pasal 8 

Hal-hat yang belum diatur da.lam Peraturan Daerah ini diatur lcbih 
lanjut oleh Bupati l<cpala Dacrah scp.rnjang mengenai pelaksanaannya. 
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Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sej:ik tanggal diundangkan. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat IT 

Rem bang 

Ketua ; 

t t d. 

( H.S. MARWOTHO. B.A. ) 

Ditetapkan di : R e m b a n g. 

Pada tanggal : 30 Oktober 1982 

Bup2ti Kepala Daerah Tingkat II 
Rembang 

t t d. 

( SOERATMAN. S.H. ) 

Nip. : 230011686 

DTSA..HKAN : 

Dengan surat Keputusan Gubernur 
Kepala Daerah Tjngkat I Jawa Tengah 

Tanggal 11 April 1983 No. 188.3/73/ 1983. 
Sekretaris Wilayah/Daerah 

Ub. 
Asis~en I ·Sekwilda, 

t t d. 

Drs. S O E J I TN 0 
- - -

Nip. : 010021794 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Dati II Rembang No. 6 
Tahun 1983 Seri D. pada tanggal 30 
Juni 1983. 

Sekretaris Wilayah,'Daerah ; 

t t d. 
( SOEMOJO HADIWINOTO. S.H. ) 

N ip. : 500030937 


